PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI BONTANG

Nomor: 09/BAPENDA.02/VI/2020
Nomor: B-34/0.4.17/Gs.2/6/2020
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM DAN TINDAKAN

HUKUM LAIN DI BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh
(10-06-2020), bertempat di Kota Bontang, kami yang bertanda tangan di bawah
ini:

1. H. Sigit Alfian, SE, MM : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota
Bontang dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Badan Pendapatan Daerah Kota
Bontang beralamat di Jalan M.H. Thamrin No
15 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan
Bontang Utara, Kota Bontang, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

2. Dasplin, SH, MM :  Kepala Kejaksaan Negeri Bontang dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan
Negeri Bontang, yang beralamat di Jalan
Awang Long Nomor 21, Kelurahan Bontang
Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota
Bontang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, masing-masing menjalankan jabatannya
sebagaimana tersebut diatas, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kota Bontang dengan Kejaksaan
Negeri Bontang Nomorl139.01/39/PEM.A; B-33/0.4.17/Gs.2/6/2020
tentang Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain
di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerjasama di bidang
hukum Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi Pemberian Bantuan Hukum,
Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain Dalam Rangka Optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dalam rangka :

a.

(1)

(2)

sinergi antara PARA PIHAK di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

baik didalam maupun diluar Pengadilan sehubungan dengan tugas-tugas
PIHAK KESATU;
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;

. Penanganan permasalahan pemungutan pajak, retribusi daerah, lain-lain

Pendapatan Asli Daerah dan Piutang Daerah.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah Pemberian Bantuan
Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain di bidang
Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Lingkup Bantuan Hukum adalah memberikan pendampingan sebagai
Pengacara Negara dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
Lingkup Pertimbangan Hukum meliputi :

a. Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO);
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(1)

(4)

b. Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA); dan
c. Audit Hukum (Legal Audit).

Lingkup Tindakan Hukum Lainnya meliputi :

a. Konsiliator;

b. Mediator; dan

c. Fasilitator.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2, PIHAK
KESATU terlebih dahulu menyampaikan permohonan penanganan
permasalahan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dengan melampirkan
dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud.

PIHAK KESATU akan menerbitkan Surat Kuasa Hukum kepada PIHAK
KEDUA setelah PIHAK KEDUA menerima dan menelaah permohonan
penanganan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1).

Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud ayat (1),
PARA PIHAK dapat mengundang narasumber untuk pengayaan
pengetahuan sesuai dengan materi permasalahan.

PARA PIHAK saling berbagi informasi dan melakukan koordinasi untuk
menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
PENANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang
berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerjasama ini sesuai ruang lingkup
Perjanjian Kerjasama dan Peraturan Perundang-undangan.

(1)

(2)

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai
dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau
mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut
secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama.



Pasal 6
PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, PARA PIHAK dapat melakukan
kerjasama dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), lokakarya
(workshop), seminar dan sosialisasi.

Pasal 7
PENDANAAN

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama
ini akan dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Apabila terjadi perbedaan pendapat/perselisihan dalam pelaksanaan
Perjanjian Kerjasama ini, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada hari, bulan dan tahun sebagaimana
disebut pada awal Perjanjian Kerjasama, diatas kertas bermaterai cukup dalam
rangkap 2 (dua) dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah
ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
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